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Analisis Soal 

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa 

yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel 

tersebut! 

Jawab: hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah 

isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan 

oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan 

masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang 

dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke 

jalan dan berdemonstrasi. Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi 

DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi 

untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan 

kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan 

mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam 

mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah 

dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter. Cara 

yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi 

Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan 



pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK 

dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan 

dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena 

inkonstitusional. 

 

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi 

suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945? 

Jawab: hakikat konstitusi merupakan konsep dan peraturan yang membatasi 

kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan UUD 

1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya. Konstitusi itu sangat penting 

bagi suatu negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. 

Selain itu, konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus 

bangsa dalam menjalankan suatu negara.  

 

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah 

mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki 

kehidupannya? 

Jawab: contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah kasus 

suap. Suap-menyuap merupakan suatu tindakan pemberian uang atau menerima 

uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya 

kasus suap daging impor, empat orang tersangka yakni AAE, JE, A Fathanah, dan 

anggota DPR Luthfi Hasan Ishak. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

memuat hukuman pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut. Suap, Uang 

Pelicin, dan Pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan 

pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp250.000.000. 


